RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA PEMALANG NO. 3, LD 2012/NO. 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

CATATAN

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat
dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau
disesuaikan dengan kebijakan daerah

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU
No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999;
UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun
2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23
Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU
No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun
2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun
1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 6 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun
2000; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 58
Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.
69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perpres No. 25
Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008;
Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pemalang
dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang
Jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan
Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Retribusi
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan
Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Golongan
Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Penetapan Retribusi, Tata Cara
Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan,
Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan
Pembetulan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan,
Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan,
Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2012
Terdiri atas 45 halaman beserta lampiran



